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Suntik filler merupakan salah satu perawatan kecantikan non bedah yang memasukkan sejenis cairan atau
zat ke dalam kulit dengan menggunakan jarum dan bertujuan untuk menyamarkan akibat penuaan atau
mempercantik penampilan seseorang. Pemulihan tindakan suntik filler tidak memerlukan waktu yang cukup
lama jika dibandingkan dengan bedah plastik estetika, membuat |onjakan terhadap penggunaan suntik filler
oleh berbagai kalangan terus meningkat setiap tahunnya. Pastinya tindakan ini memiliki risiko dan
komplikasi yang mungkin sgja dapat terjadi. Maraknya pel anggaran-pel anggaran yang dilakukan oleh dokter
akibat tidak adanya pemberian persetujuan tindakan kedokteran dalam melakukan tindakan medis perlu
dibahas lebih lanjut. Oleh karena itu, setiap tindakan kedokteran harus memberikan persetujuan tindakan
kedokteran dengan terlebih dahulu dokter menjelaskan kepada pasiennya secararinci dan lengkap, karena
persetujuan tindakan medis termasuk ke dalam bagian etik profesi kedokteran. Hal ini bertujuan mencegah
pelanggaran yang dilakukan oleh dokter sebagaimana penelitian ini yang tidak memberikan persetujuan
tindakan medis secara tertulis dalam memberikan tindakan suntik filler berdasarkan Putusan Nomor
1441/Pid/Sus/2019/PN Mks. Bentuk penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan bahan data
sekunder sebagai pendukung. Dataini diperoleh dari studi dokumen maupun wawancara yang dilakukan
dengan narasumber. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan
hasil penelitian yang telah dilakukan, pemberian persetujuan tindakan kedokteran yang dilakukan oleh
dokter terhadap pasiennya dengan melakukan suntik filler untuk kecantikan belum diterapkan secara
maksimal sesuai dengan hukum kesehatan.

...... Filler injections are one of the non-surgical beauty treatments that involve injecting a substance or fluid
into the skin using a needle, with the aim of minimizing signs of aging or enhancing a person’s appearance.
As opposed to aesthetic plastic surgery, filler injections have a shorter recovery period, which has resulted in
an annual rise in the number of individuals who use them. However, it isimportant to acknowledge that
such procedures carry risks and potential complications. The prevalence of violations committed by doctors
due to the lack of informed consent in medical procedures needs to be further discussed. Therefore, itis
necessary for every medical procedure to obtain the patient's informed consent, wherein the doctor provides
adetailed and comprehensive explanation beforehand, as obtaining informed consent is an ethical
requirement in the medical profession. Thisisaimed at preventing violations committed by doctors, such as
the case discussed in this research, where written informed consent was not obtained for administering filler
injections based on Court Decision Number 1441/Pid/Sus/2019/PN MKks. This research employs a normative
juridical approach with secondary data as supporting evidence. The data was obtained from document
studies and interviews conducted with pertinent sources, and it was then analyzed using qualitative analysis
methods. Based on the findings of this research, it is evident that the practice of obtaining informed consent
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from patients for filler injections in aesthetic procedures has not been maximally implemented in accordance
with health laws.



